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Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Effectiveness and Contributions of Market Retribution 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas 
penerimaan dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah. 
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menyajikan 
data mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas penerimaan retribusi pasar selama periode 2011-2015 secara 
keseluruhan cukup efektif. Tetapi kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan 
asli daerah selama periode tersebut masih kurang. Faktor penyebab hal tersebut 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam 
memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam 
meningkatkan retribusi pasar. 
 




This research aims examine how much the income and effectiveness of market 
retribution contribution to regional original revenue. Data collection is done 
through interviews, and documentation. The method that used in this study 
descriptive research method with to present the data about effectiveness and 
contribution of market retribution to regional original revenue. The results of this 
research conducted shows that the level of effectiveness of market retribution 
income over the period 2011 - 2015, enough effective. However, the contribution 
of  regional original market retribution toward the local revenue during that still not 
in maximal expectations. Main factors that make the problem are the lack of 
public awareness and compliance of retribution payer and the lack of regional 
government performance in increasing the regional original market retribution. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999, 
setiap daerah memiliki hak dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem 
perekonomiannya. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam 
mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar. Hal ini 
disebabkan karena kondisi perekonomian saat ini cenderung menuntut 
adanya peran aktif dari pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali 
potensi perekonomian di daerahnya, serta memainkan peranan yang lebih 
besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah. 
Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan 
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Dalam hal ini, 
ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin 
sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan 
utama dengan didukung oleh kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 
Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem pemerintahan 
daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hingga 
sekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian 
utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. 
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Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut. 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya sumber dana dan 
sumber daya, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Dengan 
itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan 
dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di jelaskan dalam 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi 
sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu 
sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal 
keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan 
daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah 
adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan 
daerah. Dinas Pendapatan Daerah berkaitan langsung dengan upaya daerah 
dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama 
pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu, Dispenda bertugas sebagai 
koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan 
bahwa Dispenda merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam 
mengurus dan mengatur keuangan daerah khususnya di Kabupaten Sidrap.  
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Mengenai sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 157 Bab 
VIII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
yang berbunyi: 
Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu: 
1) hasil pajak daerah; 
2) hasil retribusi daerah; 
3) hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4) lain-lain PAD yang sah; 
b. dana perimbangan; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 
Retribusi daerah menurut Mardiasmo (2011:15) adalah “pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan”. Dalam hal ini iuran rakyat kepada 
Pemerintah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
mendapatkan jasa balik atau kontra prestasi dari Pemerintah secara langsung 
dan dapat ditunjuk. 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Retribusi 
Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer 
tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan amanat otonomi 
daerah, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus-menerus berupaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan 
daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 
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memperhatikan kondisi masyarakat dan menjadi subjek Pendapatan Asli 
Daerah.  
Penelitian ini akan memfokuskan pada retribusi pasar sebagai salah 
satu bagian dari retribusi daerah. Retribusi pasar termasuk dalam jenis 
retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat 
menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Retribusi 
pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 13 
Tahun 2011 Pasal 1 Butir 9, adalah sejumlah pembayaran uang yang 
dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar. Los adalah bangunan tetap 
didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi 
dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan 
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari 
lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 
 Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah otonomi 
yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan terus menggali potensi-potensi 
keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli 
Daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan 
retribusi pasar. Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung 
dari pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar 
yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap 
pengguna sarana dan prasarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat 




Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten 
Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir, target dan realisasi dari 
retribusi pasar adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2011-2015 
 
Tahun 
Retribusi Pasar  
% 
 
Keterangan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2011 7.818.622.000  6.166.003.825 78,86  
2012 7.546.674.000  6.061.423.034 80,32  
2013 6.381.211.400 6.868.489.767 107,64  
2014 6.219.760.000 6.030.412.564 96,96  
2015 7.227.458.000 5.833.404.809 80,71 
Minggu Ke-
3 Nov 2015 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan dari 
retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebanyak 
78,86 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 
80,32 persen dan realisasi dari pendapatan retribusi pasar naik secara drastis 
pada tahun 2013 sebesar 107,64 persen akan tetapi mengalami penurunan 
pada tahun 2014 dan 2015 (Perminggu III Nov 2015) masing-masing sebesar 
96,96 dan 80,71 persen. 
 
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2015 
 
Tahun 
Pendapatan Asli Daerah  
% 
 
Keterangan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2011 47.835.076.000,00 36.780.402.636,49 76,89  
2012 43.453.014.000,00 36.158.851.507,94 83,21  
2013 44.146.778.000.00 37.920.943.979,29 85,90  
2014 84.289.908.000,00 64.628.526.309,80 76,67  
2015 101.304.105.000,00 59.113.012.027,67 58,35 
Minggu Ke-3 
Nov 2015 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
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 Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebesar 76,89 persen dan pada tahun 
2012 naik sebesar 83,21 persen dari tahun sebelumnya  sedangkan pada 
tahun 2013 hanya naik sebesar 85,90, akan tetapi pada mengalami 
penurunan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 76,67 dan 
58,35. 
 Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 11 kecamatan dengan 103 
desa atau kelurahan dan terdapat 14 (empat belas) pasar sebagai berikut. 
1. Pasar Pangkajene di Kecamatan Maritengngae 
2. Pasar Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue 
3. Pasar Rappang di Kecamatan Panca Rijang 
4. Pasar Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe 
5. Pasar Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng 
6. Pasar Lawowoi di Kecamatan Watang Pulu 
7. Pasar Baranti di Kecamatan Baranti 
8. Pasar Otting di Kecamatan Pitu Riawa 
9. Pasar Lancirang di Kecamatan Pitu Riawa 
10. Pasar Bilokka di Kecamatan Panca Lautang 
11. Pasar Wette’e di Kecamatan Panca Lautang 
12. Pasar Massepe di Kecamatan Tellu Limpoe 
13. Pasar Batu di Kecamatan Pitu Riase 
14. Pasar Manisa di Kecamatan Baranti 
 Dari jumlah pasar tersebut terdapat empat tipe pasar yaitu, tipe A, tipe 
B, tipe C, dan tipe D. Setiap pasar tersebut, ada seorang pegawai negeri sipil 
yang diangkat pejabat fungsional kepala pasar yang mengelola setiap pasar 
dan terkhusus pasar tipe A yaitu Pasar Pangkajene, Pasar Rappang, dan 
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Pasar Tanru Tedong Kepala Pasar masing-masing mempunyai staf tiga orang 
PNS dan lima orang staf pegawai sosial atau honorer karena ketiga pasar 
tersebut dikategorikan sebagai pasar yang berskala besar dan lainnya adalah 
pasar yang berskala kecil. Mengenai masalah pemungutan retribusi kepada 
para pedagang, Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten 
Sidenreng Rappang membuat karcis retribusi yang diberikan kepada petugas 
pemungut atau kepala pasar untuk melakukan pemungutan retribusi kepada 
para pedagang di setiap hari namun jumlah harga karcis retribusi pasar tidak 
sama yakni pada hari pasar besar yakni tiga hari setiap minggu yaitu 
Rp.2.000,- dan hari lainnya yang bukan hari pasar kurang penjual dan pembeli 
maka harga karcisnya hanya Rp.1.000,- namun menurut pengamatan secara 
langsung bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar di beberapa pasar di 
Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan 
dengan masih adanya beberapa petugas yang belum menjalankan tugas 
dengan baik yakni pedagang di suruh membayar namun tidak diberikan karcis 
dan tidak dilakukannya pemungutan retribusi kepada para pedagang selain 
hari pasar besar. Hal ini dapat berefek pada kurangnya PAD dari retribusi 
pasar sebab masuk di kantong petugas itu sendiri, padahal target retribusi 
pasar dapat memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.833.404.809,- pada tahun 
2015 atau 80,71 persen dari total PAD sebesar Rp. 59.113.012.027,67,- 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015. 
  Masalah ini penting diteliti karena berdasarkan data tersebut 
penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan yang menyebabkan 
rendahnya pendapatan daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian Nila, (dkk). 2014 tentang analisis efektivitas penerimaan dan 
kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (studi pada dinas pengelola 
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keuangan daerah kota Blitar. Hasil dari penelitian tersebut menujukkan bahwa 
tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya 
selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi 
retribusi daerah terhadap PAD selama periode tersebut masih kurang. Faktor 
penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan 
kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta 
kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.  
  Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian yang 
dijadikan acuan dalam penelitian ini maka peneliti tertarik untuk merumuskan 
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Retribusi 
Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi 
tuntutan utama yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai upaya dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang 
nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya, 
masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah 
yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan 
daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, 
retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih daerah perusahaan 
daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Salah satu sumber penerimaan 





 Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu. 
a. Sejauh mana efektivitas penerimaan retribusi pasar dibandingkan 
dengan anggaran pendapatan retribusi pasar (APBD) Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2011-2015? 
b. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2011-
2015? 
c. Berapa potensi penerimaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten 
Sidenreng Rappang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai 
berikut. 
a. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pasar dibandingkan 
dengan anggaran pendapatan retribusi pasar (APBD) Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2011-2015. 
b. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2011-
2015. 
c. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pasar yang ada di 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-
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pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan 
dari penelitian ini antara lain. 
 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 
pengetahuan bagi masyarakat ilmiah, mengenai pajak khususnya pada 
retribusi pasar serta hal-hal yang memengaruhinya. Selain itu penelitian ini 
juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan 
kepada pihak pemerintah daerah, dalam hal ini pihak pemerintah daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka usaha memaksimalkan 
peningkatan pendapatan daerah. 
 
1.4.3   Kegunaan Kebijakan 
 Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pembanding terhadap 
berbagai hasil penelitian dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam 
menetapkan aturan mengenai retribusi terkhusus pada retribusi pasar.  
 
1.5 Batasan Masalah 
 Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Penelitian ini dilakukan pada salah satu potensi retribusi daerah 
yaitu pasar yang ketika dikelola dengan baik akan memberikan 
dampak yang besar terhadap penerimaan daerah. 
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b. Mempertimbangkan keterbatasan waktu, sehingga untuk 
menganalisis jenis retribusi yang lain peneliti merasa bahwa 
kedepannya akan ada yang melakukan penelitian tentang itu. 
 
1.6 Sistematika Penelitian 
Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian 
akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang memuat 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas 
tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan 
dalam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu,  
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis. 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah 
ditentukan sebelumnya meliputi gambaran umum Dinas 




BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang 
berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian 
mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan 
metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-




 BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori dan Konsep 
2.1.1   Dasar Teori Pemungutan Pajak 
 Pemahaman mendalam akan teori-teori pemungutan pajak berikut ini 
diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, yang 
bukan lagi menjadi beban semata, tetapi menjadi satu kewajiban yang 
menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori 
pemungutan pajak dimaksud, yaitu. 
1. Teori Asuransi 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:21) teori asuransi diartikan dengan satu 
kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. 
Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan 
jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu 
sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori 
asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak 
tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila 
diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama 
dengan retribusi yang kontra prestasinya dapat dirasakan secara langsung 
oleh pemberi premi. Sementara pengertian pajak tidak demikian. Premi yang 
diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada 
perusahaan dalam arti premi sesungguhnya. 
2. Teori Kepentingan 
Menurut Burton dan Ilyas (2010:22) teori kepentingan diartikan sebagai 




dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari 
seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan 
oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari 
warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, 
membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan 
dari warga negara yang bersangkutan, demikian sebaliknya. Apabila 
demikian halnya, maka landasan teori ini pun seakan sama dengan 
pengertian retribusi dan bukan pajak, karena berkaitan dengan adanya 
kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai 
kepentingan. Sedangkan Resmi (2011:6) mengartikan bahwa teori ini 
awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut 
dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena 
itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara 
dibebankan kepada mereka. 
3. Teori Gaya Pikul 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:22) dasar teori ini adalah keadilan, yaitu 
setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus 
dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah 
besarnya penghasilann dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Stuart 
(2011:22) menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan 
menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu 
sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang 




pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru 
dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. 
Menurut pendapat Damste (2011:23) bahwa gaya pikul ditentukan 
berdasarkan beberapa komponen, yaitu penghasilan, kekayaan, dan 
susunan keluarga Wajib Pajak (WP). Sama dengan pengertian tersebut, 
Langen (2011:23) menjelaskan gaya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan 
seseorang untuk membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi 
dengan minimum kehidupan. Teori gaya pikul ini ternyata diakui oleh para 
sarjana karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan 
rasa keadilan. 
4. Teori Gaya Beli 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:23) teori ini menekankan bahwa 
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk 
memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu 
rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah 
tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih 
ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis.  
Menurut Adriani (2011:23) teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang 
masa baik terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme maupun 
masyarakat yang menganut sistem liberalisme. Teori ini dianggap sebagai 
teori yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Dengan kata lain, 
kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran 







5. Teori Bakti 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat negara suatu organisasi dari individu-
individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat 
sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini  bisa dikatakan 
sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara dan 
menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin 
masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada 
negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan 
bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori 
kewajiban pajak mutlak (Burton dan Ilyas, 2011:23) 
 
2.1.2 Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem 
perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap 
daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri 
secara bertanggungjawab.  
Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. 
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos berarti aturan 
atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk 




rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai batas-batas wilayah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai perundang-undangan yang 
berlaku.  
 
2.1.3   Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai  
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari 
penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari 
daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang 
sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem 
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 
bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, 
dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta 
besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  
Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang N0. 28 
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah digali dari wilayah daerah yang 
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. Nurcholis (2007:182) memberikan pengertian bahwa 
“pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari 





Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan 
daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan 
oleh potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, 
sebagimana yang diatur dalam pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas. 
a. Pendapatan Asli Daerah   
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan 
Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, 
bersumber dari. 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
 
2.1.4 Pajak Daerah 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam 
menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar 
kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai 
pengeluaran Negara. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan Negara 
dari sektor pajak maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan 
baik subjek maupun objek pajak yang ada. 
Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Beberapa 




kutipan sebagai berikut. Feldmann (2011:6) mengatakan bahwa “pajak adalah 
prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut 
norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, 
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 
Soemahamidjaja (2011:6) mengatakan bahwa “pajak adalah iuran wajib 
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
Soemitro (2011:6) juga memberikan pengertian “pajak adalah iuran rakyat 
kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 
tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditujukan, yang digunakan 
sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan 
yang ada dalam bidang keuangan negara”.  
 
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ada beberapa unsur penting, antara lain: 
a. iuran masyarakat kepada penguasa publik atau pemerintah/negara; 
b. berdasarkan norma-norma umum yang dapat dipaksakan; 
c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak; 
d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat 
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); 
e. adanya kegiatan-kegiatan pengeluaran pemerintah. 
Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, “pajak daerah 
adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membayai pembangunan daerah”. 




didaerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah 
dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang. 
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah adalah jenis pajak 
yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari 
dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, 
jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah sebagai 
berikut. 
1. Pajak Daerah Tk. I (Provinsi), terdiri dari. 
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan 
d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan. 
2. Pajak Daerah Tk. II (Kab/Kota), terdiri dari. 
a) Pajak Hotel; 
b) Pajak Restoran; 
c) Pajak Hiburan; 
d) Pajak Reklame; 
e) Pajak Penerangan Jalan; 
f) Pajak Pengambilan Bahan Golongan C; dan 
g) Pajak Parkir. 
Menurut Saragih (2003), di samping jenis pajak daerah seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk 




undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam 
menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut. 
a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi; 
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum; 
c. Potensinya memadai; 
d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian; 
e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 
f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.  
Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah 
satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan 
daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
Daerah kabupaten/kota diberi peluang oleh pemerintah untuk menggali 
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain 
yang telah ditetapkan pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 
34 Tahun 2000 disebutkan ”pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang 






2.1.5 Retribusi Daerah 
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena 
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara 
perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat 
ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi 
retribusi yag dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.  
Retribusi daerah menurut Siahan (2010:619) berdasarkan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah digolongkan menjadi 3 
yaitu. 
1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari. 
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f) Retribusi Pelayanan Pasar; 




h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan; 
2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa usaha yang 
disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. Jenis-
jenis Usaha terdiri dari. 
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c) Retribusi Tempat Pelelangan; 
d) Retribusi Terminal; 
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
g) Retribusi Penyedotan Kakus; 
h) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 
j) Retribusi Rekreasi dan Olahraga; 
k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air; 
l) Retribusi Pegelolaan Limbah Cair; 
m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 




kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri 
dari. 
a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 
b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
d) Retribusi Izin Gangguan; 
e) Retribusi Izin Trayek; 
f) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan; 
Adapun Subjek dan Objek Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut. 
1) Subjek Retribusi Daerah terbagi atas yaitu. 
a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan. 
b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang 
bersangkutan. 
c) Subjek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah Daerah. 
2) Objek Retribusi Daerah terbagi atas yaitu. 
a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau 
badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain 
pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi 




b) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat disediakan sektor swasta. Jasa ini antara 
lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir. 
c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan 
tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat 
menjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek. 
         Saragih (2003) menyatakan bahwa perbedaan pajak daerah dan retribusi 
daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas 
pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif retribusi fleksibel sesuai dengan tujuan 
retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-
masing untuk melaksanakan atau mengelola pelayanan publik di daerahnya. 
Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatau daerah, maka semakin 
kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan 
meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah 
terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi 
semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada 
masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, 




sebelum maupun sesudah otonomi daerah diberlakukan karena terkadang 
Pemerintah Daerah memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang 
dirasakan oleh masyarakat.  
Siahan (2008:11) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak dengan 
retribusi adalah sebagai berikut. 
1. Kontra Prestasinya 
Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan 
secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontra 
prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
2. Balas Jasa Pemerintah 
Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa 
pemerintah berlaku untuk umum; seluruh masyarakat menikmati balas 
jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. 
Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku 
khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan 
pembayaran retribusi.  
3. Sifat Pemungutannya 
Pajak bersifat umum, artinya berlaku setiap orang yang memenuhi 
syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku 
untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang 
dapat ditunjuk. 
4. Sifat Pelaksanaannya 
Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum 
dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang 




membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat 
ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang 
bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan 
pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap 
orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik 
berupa sanksi pidana maupun denda. 
5. Lembaga atau Badan Pemungutnya 
Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah 
daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah 
daerah.  
 
2.1.6 Retribusi Pasar 
a. Pengertian Retribusi Pasar 
Pasar dalam pengertian sehari-hari yang kita kenal sebagai tempat jual 
beli barang-barang kehidupan sehari-hari. Ada pula yang mengartikan sebagai 
tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, namun pengertian pasar 
disini adalah pengertian secara umum. 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 13 Tahun 
2011 Pasal 1 Butir 4, “pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah 
sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang 
dagang”. Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang No. 13 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 9, “adalah sejumlah pembayaran 
uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar”. 
Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah 




dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang 
dipergunakan untuk usaha berjualan. 
Disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi 
atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa 
pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu 
Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Dengan 
demikian, dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur 
dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya 
penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.  
 
b. Objek Retribusi Pasar 
 Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 
tradisional atau sederhana yang berupa kios, los yang dikelola Pemerintah 
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi 
pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak 
swasta maupun Perusahaan Daerah. 
 
c. Subjek Retribusi Pasar 
 Subjek Retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas 
pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah bentuk usaha yang meliputi 






2.1.7 Pengertian Efektivitas 
Efektivitas menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) “Efektivitas adalah 
ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya”. Sedangkan Hidayat 
(1986) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar 
presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas 
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 
dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 
tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Apabila suatu organisasi atau lembaga 
mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan 
efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu 
retribusi dengan target retribusi itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan 
Retribusi Pasar adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Retribusi 
Pasar dengan targetnya. 
 
2.1.8    Pengertian Kontribusi 
Menurut Halim (2004:163) kontribusi retribusi adalah seberapa besar 
pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, dapat 
dikatakan juga kontribusi retribusi adalah seberapa besar kontribusi yang dapat 
disumbangkan dari penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) Kontribusi 
adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan 
biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud 
dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Retribusi 




Jika potensi penerimaan Retribusi Pasar semakin besar dan pemerintah 
daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan 
target dan realisasinya yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat 
meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi 
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, untuk mengetahui 
bagaimana dan seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar. 
 
2.2 Tinjaun Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang Retribusi Pasar telah beberapa kali dilakukan 
sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Penelitian menunjukkan hasil yang 
berbeda-beda dengan objek dan perlakuan yang berbeda-beda pula. Berikut 
adalah beberapa penelitian terdahulu, yaitu. 
Irma Suryani (2008) dengan judul analisis strategi peningkatan 
pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pekalongan. Penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa Salah satu retribusi penting yang diandalkan di 
Kabupaten Pekalongan adalah retribusi pasar karena selama ini pendapatan asli 
daerah disumbang hampir 30%-40% dari sektor retribusi daerah yang menjadi 
sumber PAD Kabupaten Pekalongan bersumber dari pendapatan retribusi pasar. 
Namun demikian peningkatan realisasi pendapatan retribusi pasar dirasakan 
belum sesuai harapan karena hanya rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan 
antara 1-2% saja. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa ada beberapa 
faktor internal maupun eksternal yang mampu menjadi pendorong dan 
penghambat dalam upaya meningkatkan  pendapatan retribusi pasar. Setelah 
dilakukan penilaian dengan menggunakan litmus test diperoleh faktor-faktor 




Angga Mahayana (2006) dengan judul pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar di kota Surakarta. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa didalam 
pelaksanaan memungut retribusi pasar tidak ada kesulitan yang berarti bagi 
petugas, hal ini terbukti dengan realisasi penerimaan retribusi pasar selalu 
meningkat dan melampaui target dari tahun ke tahun. Petugas di KPP juga teliti 
dalam menghitung ulang jumlah uang retribusi yang masuk. Penerimaan retribusi 
pasar terus meningkat dari tahun ke tahun dan mampu mencapai target yang 
ditetapkan.  
Habibi Rahman (2011) dengan judul pngelolaan penerimaan retribusi 
pasar Baraka di Kabupaten Enrekang. Penelitian tersebut mengungkapkan 
bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka sudah cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Namun 
masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan retribusi 
seperti kurang akuratnya data yang sebenarnya tentang potensi yang dimiliki 
Pasar Baraka, kedisiplinan para kolektor/pemungut retribusi dalam menjalankan 
tugasnya, sistem penggajian para kolektor yang sering terlambat dan 
pengawasan yang hanya bertumpu pada laporan-laporan perbulan saja. 
Noviati (2010) dengan judul pengaruh retribusi pasar dan retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di dinas 
pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Kabupaten Sidoarjo. Penelitian 
tersebut mengungkapkan bahwa besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan 
oleh pendapatan yang lain Sedangkan secara parsial, besarnya pengaruh 




82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan oleh pendapatan lain dan juga Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64,4% 
sedangkan 35,6% dijelaskan oleh pendapatan yang lain. 
Henri (2015) dengan judul analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah 
sektor pariwisata dan perannya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Maros tahun 2007-2011. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sektor 
pariwisata menunjukkan hasil yang positif dalam hal efektivitas, ini dapat dilihat 
dari hasil yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas dari keempat 
penerimaan tersebut berada pada kategori sangat efektif. Dari keempat jenis 
penerimaan disektor pariwisata, retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang 
menyumbang penerimaan terbesar untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Maros. Sedangkan sumber penerimaan yang harus mendapatkan perhatian 
khusus adalah  pendapatan yang bersumber dari pajak hiburan, karena 
penerimaan dari pajak hiburan memberikan kontribusi yang sangat sedikit. Pajak 
dan retribusi daerah sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar 
terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,18%. 
Edi (2015) dengan judul pengelolaan penerimaan retribusi pasar sentral 
di Kabupaten Pinrang. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengelolaan 
penerimaan retribusi pasar sentral kabupaten Pinrang dilihat dari segi teori, 
sudah baik, namun dalam kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan teori, 
masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak terkait, tetapi hal tersebut 
dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan terhadap penyetoran target 
kolektor dan pemungutan retribusi pasar sentral. 
Ulfa (2013) dengan judul manajemen retribusi pasar sentral bulukumba 




Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan manajemen retribusi 
pasar sentral kabupaten bulukumba masih belum efektif, karena tidak didukung 
oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar sentral 
utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar. 
Pengorganisasian juga belum efektif, dalam hal standar kerja sikap dari 
petugas/kolektor pungutan retribusi pasar sentral yang belum mematuhi aturan-
aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja, dan diskriminasi 
pemungutan. Actuating, dalam hal penggajian para kolektor yang tidak tepat 
waktu, membuat kinerja para kolektor tidak efektif. Pengawasan yang dilakukan 
kepala dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah khususnya pengawasan 
tidak langsung masih kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil 
penerimaan perbulan saja. 
Darwis (2011) dengan judul pemungutan retribusi pasar di kota Makassar 
(studi kasus pasar sentral Makassar). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 
pada umumnya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral 
Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk dari 
peraturan daerah. Ditemukan pula aparat yang terlibat dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar tersebut, fasilitas yang digunakan, tarif retribusi, 
faktor penunjang, serta hambatan atau kendala-kendalanya yaitu banyaknya 
pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Selain itu 
dapat juga dilihat kontribusi retribusi pasar sentral Makassar dalam peningkatan 
pendapatan asli daerah kota Makassar. Dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi di pasar sentral Makassar, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
komunikasi (transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang 




kejujuran, dan sifat demokratis aparat pelaksana), dan struktur birokrasi yang 
baik. 
2.3 Alur Penelitian 
        Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk 
melihat seberapa besar efektivitas dan kontribusi retribusi pasar tersebut 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 
dikehendaki. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan retribusi, 
terutama penerimaan retribusi pasar, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah 
seberapa besar realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai target yang 
seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Perhitungan efektivitas retribusi 
pasar dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target 
penerimaan retribusi pasar. Rasio efektivias retribusi pasar dianggap baik apabila 
rasio ini mencapai angka 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan 
interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi pasar. 
        Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar 
sumbangan yang didapat retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidenreng 
Rappang selama 5 tahun (2011-2015), peneliti menggunakan persentase 
perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi 
penerimaan PAD Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2011 hingga tahun 
2015. 
Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat 
menggambarkan bagaimana efektivitas retribusi pasar dan kontribusinya 
terhadap PAD Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011-2015. 
























merumuskan masalah, perolehan data dan menentukan analisa data untuk 
menghasilkan kesimpulan sebagaimana gambar berikut 2.1 
 













Sumber: Diolah sendiri, 2015 
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3.1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, 
yaitu menghitung besar kontribusi penerimaan pasar terhadap penerimaan 
daerah. Kemudian memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem Retribusi 
Pasar yang akan dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengambilan 
keputusan.  
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Berdasarkan judul yang diangkat, yaitu “Efektivitas dan Kontribusi 
Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang” maka data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari DISPENDA 
Kabupaten Sidenreng Rappang, serta data yang berhubungan dengan penelitian 
ini. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini kurang lebih selama tiga 
bulan.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
 Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data 




a. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui 
wawancara pada dinas-dinas yang terkait untuk memperoleh informasi 
yang menyangkut penelitian ini. 
b. Data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga seperti dokumen tertulis 
serta catatan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
 
3.3.2  Sumber Data 
 Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta 
instansi-instansi terkait yang dapat menunjang untuk berbagai data yang 
diperlukan dalam penelitian ini serta dari pasar.  
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 
a. Metode Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh 
landasan teori terkait penelitian yang dilakukan dengan cara membaca 
berbagai literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. 
b. Dokumentasi (Documentation), dilakukan dengan melakukan pengumpulan 
data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 
Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari. 
1. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Sidenreng Rappang tahun 2011-2015. 
2. Data target dan realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng 
Rappang tahun 2011-2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan 




kemudian dibuat salinannya dan digandakan untuk selanjutnya 
didokumentasikan. 
c. Metode lapangan (Field Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk 
menunjang penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan berbagai 
instansi terkait yang dapat mendukung penelitian ini. 
d. Metode Wawancara 
  Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 
responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan objek 
yang akan diteliti. Dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang 
menangani masalah retribusi pasar serta pihak-pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 
3.5      Model Analisis Data 
3.5.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
 Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 
gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat 
teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik 
kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah 
dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. 
Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan 
retribusi pasar, potensi retribusi pasar, total PAD dari tahun ke tahun. 
Perhitungan realisasi penerimaan Retribusi Pasar dihitung dengan 
menjumlahkan penerimaan retribusi pasar sesuai klasifikasinya tiap tahun yang 




3.5.2 Analisis Efektivitas 
Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) efektivitas adalah ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu 
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan 
telah berjalan dengan efektif. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan 
penerimaan retribusi pasar, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa 
besar realisasi penerimaan retribusi pasar berhasil mencapai target yang 
seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut. 
    
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
 ×  100% 
 Kriteria penilaian terhadap efektivitas pemungutan retribusi mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang 
Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Penetapan tingkat efektivitas 
pemungutan retribusi selengkapnya dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut. 
 
Tabel 3.1 Kreteria Efektivitas 
Persentase Kreteria Tanda/kode 
>100 % Sangat Efektif SE 
> 90%- 100% Efektif E 
>80%- 90% Cukup Efektif CE 
>60%- 80% Kurang Efektif KE 
>60% Tidak Efektif TE 
Sumber: Data Sekunder 
3.5.3   Analisis Kontribusi 
Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) kontribusi adalah sesuatu 
yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 




diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Retribusi 
Pasarterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana rumus yang digunakan 
adalah sebagai berikut. 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
 ×  100% 
  
Sedangkan untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi retribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan indikator pada 
tabel dibawah ini. 
 
Tabel 3.2 Klasifikasi kriteria kontribusi 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 
 
3.5.4 Analisis Potensi 
Menghitung potensi retribusi daerah adalah dengan mengalikan basis 
retribusi daerah dengan tarif retribusi yang ditetapkan. Pada dasarnya retribusi 
memiliki jenis yang lebih beragam dan fleksibel dibandingkan dengan pajak 
daerah, namun tidak semua retribusi tersebut potensisl dalam memberikan 
kontribusi PAD secara signifikan. Pungutan daerah berupa retribusi memiliki 
perbedaan mendasar dibanding dengan pungutan pajak. Perbedaannya adalah 
Persentase Kriteria 
0,00% - 10% Sangat Kurang 
10,10% - 20% Kurang 
20,10% – 30% Sedang 
30,10% - 40% Cukup Baik 
40,10% - 50% Baik 




pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan suatu pelayanan. 
Pembayar pajak daerah tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang 
pajak yang mereka bayarkan, sedangkan pembayar retribusi bisa memperoleh 
imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. 
Rumus potensi retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang sebagai berikut: 
{(JPK x TR) + (JPL x TR) + (JPP x TR) + (JPG x TR) +(JPPH x TR) +                     
(JBM x TR)+(JMCK x TR} x {(Aktifitas Pasar Sebulan x 12)} 
 
Keterangan: 
JPK : Jumlah Pedagang Kios 
JPL : Jumlah Pedagang Los 
JPP : Jumlah Pedagang Pelataran 
JPG : Jumlah Pedagang Gardu 
JPPH : Jumlah Pedagang Pelataran Harian 
JBM : Jumlah Bongkar Muat 
JMCK : Jumlah Mandi Cuci Kakus 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Sejarah  Kabupaten Sidenreng Rappang 
 Sebelum ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten, Sidenreng Rappang 
atau yang lebih akrab disingkat SIDRAP, memiliki sejarah panjang sebagai 
kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV, 
disamping Kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, dan Wajo. Berbagai literatur 
yang ada menyebutkan, eksistensi Kerajaan ini turut memberi warna dalam 
percaturan politik dan ekonomi kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sidenreng 
merupakan salah satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam kitab La Galigo 
yang amat melegenda. Sementara masa La Galigo, menurut Christian Pelras 
yang menulis buku Manusia Bugis, berlangsung pada periode abad ke-11 dan 13 
Masehi. Ini berarti Sidenreng merupakan salah satu kerajaan kuno atau pertama 
di Sulawesi Selatan. 
 Dalam literatur lain, Rappang disebutkan sebagai kerajaan yang 
menguasai daerah hilir Sungai Saddang di abad 15 M. Bersama dengan 
Sidenreng, Sawitto, Alitta, Suppa, dan Bacukiki, mereka membentuk persekutuan 
Aja’Tappareng (wilayah barat danau) untuk membendung dominasi Luwu. 
Persekutuan itu kemudian diikatkan dalam perkawinan antar keluarga raja-raja 
mereka.  
 Ada dua versi mengenai cikal bakal Kerajaan Sidenreng dan Rappang. 
Versi pertama mengklaim bahwa asal muasal raja bermula dari La 




meninggalkan kampung halamannya dan berpindah ke Sidenreng. Ia memiliki 
seorang putri bernama Bolopatinna yang menikah dengan Datu Pantilang. 
Pasangan inilah yang kemudian menurunkan generasi yang memerintah 
Sidenreng dan Rappang. Seorang putri Bolopatinna yakni We Tipu Uleng 
ditempatkan sebagai raja di Sidenreng, sedangkan saudaranya La Mallibureng 
sebagai Arung di Rappang. Namun karena masyarakat Sidenreng enggan 
diperintah seorang perempuan, keduanya kemudian saling bertukar raja. La 
Mallibureng menjadi raja di Sidenreng dengan gelar Addowang, sedangkan We 
Tipu Uleng yang bergelar Arung sebagai raja di Rappang. Gelar Addowang di 
Sidenreng kemudian berubah menjadi Addatuang, sementara Rappang tetap 
memakai Arung. 
 Versi lainnya meyakini bahwa asal usul raja berasal dari langit yang 
dikirim ke bumi oleh Dewata Seuwae, karena itu disebut dengan Manurungnge 
Bulu Lowa. Setelah mangkat, ia digantikan oleh anaknya Sukkung Mpulaweng 
yang kemudian kawin dengan Pawawoi Arung Bacukiki, putri Labanggenge, 
Manurung Ngeri Bacukiki dari perkawinannya dengan Arung Rappang I, We Tipu 
Linge. We Tipu Linge juga diyakini seorang Manurung yang muncul di 
Lawaramparang. 
 Meski memiliki perbedaan, namun kedua versi tersebut menggambarkan 
pertautan antara Sidenreng dan Rappang sudah ada sejak awal. Itu sebabnya, 
kedua kerajaan memiliki hubungan yang sangat erat. Terbukti dengan sumpah 
kedua kerajaan yang dipegang teguh hingga Addatuang Sidenreng terakhir, 
yakni: Mate Elei Sidenreng, Mate Arewengngi Rappang (bahasa Bugis), Artinya, 
Jika Sidenreng mati dipagi hari, sorenya Rappang akan menyusul. Sebuah ikrar 
solidaritas sehidup semati yang dipegang teguh setiap raja atau arung yang 




perbedaan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan. Kerajaan 
Sidenreng menerapkan sistem Top Down yang dalam bahasa Bugis disebut 
Massorong Pao, sedangkan Rappang justru sudah lebih maju dalam 
menerapkan demokrasi dengan menganut sistem Mangelle Pasang (Bottom Up). 
Namun perbedaan itu tidak memisahkan hubungan keduanya. Pada Tahun 1889, 
Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang justru diperintah oleh seorang raja 
bernama Lapanguriseng. Ia menjadi Addatuang X sekaligus Arung Rappang XIX. 
Hal yang sama juga diteruskan oleh putranya, Lasadapotto, Addatuang 
Sidenreng XII yang naik tahta menggantikan saudaranya, Sumangerukka, yang 
tidak memiliki keturunan. 
 Dalam perjalanannya, Kerajaan Sidenreng dan Rappang mengalami 
pasang surut pemerintahan, hingga pada tahun 1906 kedua kerajaan yang ketika 
itu diperintah La Sadapotto, Addatuang Sidenreng XII sekaligus Arung Rappang 
XX, akhirnya dipaksa tunduk kepada kolonial Belanda setelah melalui 
perlawanan yang sengit. Wilayah kedua kerajaan ini kemudian berstatus distrik 
dalam wilayah onderafdeling Parepare. Selanjutnya pada tahun 1917 kedua 
wilayah tersebut digabung menjadi satu, sebagai bagian dari wilayah 
Pemerintahan Afdeling Parepare yang meliputi: 
1. Onderafdeling Sidenreng Rappang 
2. Onderafdeling Pinrang 
3. Onderafdeling Parepare 
4. Onderafdeling Enrekang 
5. Onderafdeling Barru 
Onderafdeling Sidenreng Rappang di bawah pemerintahan Controleur 
yang berkedudukan di Rappang, dengan membawahi wilayah administrasi 




pendudukan Jepang yang pada masa itu berada di bawah pengawasan Bunken 
Kanrikan. 
Seiring fajar kemerdekaan yang menyingsing pada 17 Agustus 1945, 
gelora semangat persatuan Indonesia tak terbendung lagi. Maka dengan 
dukungan penuh seluruh masyarakat, Sidenreng Rappang menyatakan diri 
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Parepare 
menjadi Daerah Swatanra Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
34 Tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang didalamnya 
terdapat Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang yang berotonomi sebagai 
lembaga pemerintahan adat berdasarkan Staatblat 1938 Nomor 529. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, kewedanan Sidenreng 
Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dibentuk 
menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan pusat pemerintahaannya 
berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (tujuh) wilayah 
kecamatan masing-masing: 
1. Kecamatan Dua Pitue; 
2. Kecamatan Maritengngae; 
3. Kecamatan Panca Lautang; 
4. Kecamatan Tellu Limpoe; 
5. Kecamatan Watang Pulu; 
6. Kecamatan Panca Rijang, dan 
7. Kecamatan Baranti. 
 Seiring dengan itu, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P 
7/73-374 tanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada Mappangile 




Pada 18 Februari 1960, Andi Sapada Mappangile kemudian dilantik sebagai 
Bupati oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Atas dasar 
pelantikan Bupati tersebut, maka ditetapkan tanggal 18 Februari 1960 sebagai 
hari jadi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperingati setiap 
tahunnya. Sejak itu berakhir sudah pemerintahan feodal para bangsawan To 
Manurung yang telah berlangsung berabad-abad. Namun yang jauh lebih penting 
adalah tumbuhnya rasa kebangsaan sebagai warga negara Indonesia yang 
memiliki persamaan hak dan derajat. 
Sejak terbentuknya hingga kini, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dipimpin 
oleh putra-putra terbaik sebagai berikut: 
1. H. Andi Sapada Mappangile (1960 – 1966) 
2. H. Arifin Nu’mang (1966 – 1978) 
3. H. Opu Sidik (1978 – 1988) 
4. H. M. Yunus Bandu (1988 – 1993) 
5. Drs. A. Salipolo Palalloi (1993 – 1998) 
6. HS. Parawansa, SH (1998 – 2003) 
7. H. Andi Ranggong (2003 – 2008) 
8. H. Rusdi Masse (2008 – Sekarang) 
 Sesuai dengan tuntutan perubahan dengan pertimbangan efektivitas 
pelaksanaan pemerintahan di era kepemimpinan HS. Parawansa, SH. ketujuh 
kecamatan dimekarkan menjadi sebelas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, masing-masing: 
1. Kecamatan Panca Lautang; 
2. Kecamatan Tellu Limpoe; 




4. Kecamatan Maritengngae; 
5. Kecamatan Baranti; 
6. Kecamatan Panca Rijang; 
7. Kecamatan Kulo; 
8. Kecamatan Sidenreng; 
9. Kecamatan Pitu Riawa; 
10. Kecamatan Dua Pitue; 
11. Kecamatan Pitu Riase. 
 Sidenreng Rappang juga dikenal dengan sebutan Bumi Nene’ Mallomo. 
Nama ini diambil dari seorang Cendekiawan yang diyakini pernah hidup di 
Kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La Patiroi Addatuang Sidenreng VII. 
Nene’ Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum dan 
pemerintahan. Ia dikenang karena kecendekiawanannya dalam merumuskan 
hukum ketatanegaraan dan kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Dalam 
Lontara La Toa Nenek Mallomo disepadankan dengan tokoh-tokoh Bugis-
Makassar lainnya seperti Lagaligo Puang Rimaggalatung, Kajao Laliddo dan 
sebagainya.  
 Keberhasilan panen padi di Sidenreng karena ketegasan Nenek Mallomo 
dalam menjalankan hukum, hal ini terlihat dalam budaya masyarakat setempat 
dalam menentukan masa tanam melalui musyawarah yang disebut TUDANG 
SIPULUNG (Tudang = Duduk, Sipulung = Berkumpul atau dapat diterjemahkan 
sebagai suatu Musyawarah Besar) yang dihadiri oleh para Pallontara (ahli 
mengenai buku Lontara’) dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Melihat keberhasilan 
TUDANG SIPULUNG yang pada mulanya diprakarsai oleh Bupati kedua Bapak 




menerapkannya. Saat ini SIDRAP dipimpin oleh bupati termuda di Indonesia H. 
Rusdi Masse. 
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang 
Dengan memahami visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, 
diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintahan maupun 
masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Sidenreng Rappang. Disisi 
lain dengan visi dan misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan program-
program pembangunan baik untuk jangka pendek (Tahunan) maupun Jangka 
Menengah (Lima Tahunan). 
Visi Kabupaten Sidenreng Rappang 
Secara Umum, visi merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin 
diwujudkan dan secara potensial terwujud. Maka visi pembangunan Kabupaten 
Sidenreng Rappang adalah ”Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan 
terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali 
lipat”. 
Misi Kabupaten Sidenreng Rappang 
Misi mencerminkan segala sesuatu tentang program atau layanan yang 
ditawarkan dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian misi. Oleh 
karenanya, berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka misi 
Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.  
Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018, yaitu :  
“Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju  dan Terkemuka Bersama 
Masyarakat Religius dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat”. 




1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis 
sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan. 
2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan 
keunggulan lokal melalui  pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang 
berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan. 
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong 
percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksebilitas antar 
wilayah. 
5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif. 
6. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang 
baik, penegakan supremasi hukum, dan pengembangan kebijakan yang pro 
gender, pro poor, pro job dan pro environment. 
 
4.1.3 Keadaan Geografis Kabupaten Sidenreng Rappang 
Kabupaten Sidenreng Rappang atau dikenal dengan Kabupaten 
Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terletak kira-kira 183 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3, 
430 sampai dengan 4, 090 Lintang Selatan, dan 119, 410 sampai dengan 120, 
100 Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan: 
Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang 
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo 
Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng 




Luas wilayah Kabupaten Sidrap tercatat 1.883,25 Km persegi yang 
terdiri dari 11 kecamatan, 68 desa dan 38 kelurahan. Kondisi topografi 
sebagian besar wilayah berupa dataran rendah sehingga membuat daerah ini 









                                                      







 Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap pada tahun 2014 mencapai 286.610 
jiwa yang terdiri dari 139.806 jiwa penduduk laki-laki dan 146.804 jiwa penduduk 
perempuan. Jika dibagi dengan jumlah rumah tangga, diperoleh rata-rata jumlah 
anggota dalam satu rumah tangga sebanyak 4 orang. Secara umum jumlah 
penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini dapat 
dilihat dari sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2014, untuk 




 Jika dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk yang berada pada 
usia produktif (umur 15-64 tahun) lebih didominasi oleh penduduk perempuan 
dengan jumlah sebanyak 97.525 jiwa, sementara penduduk laki-laki hanya 
sebanyak 90.691 jiwa. Angka dependency ratio menunjukkan rasio antara 
penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan 
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka dependency ratio tahun 2014 
sebesar 52,28. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif sekitar 52 orang 
penduduk usia tidak produktif. 
 Berdasarkan data BPS Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2014 sebanyak 286.610 jiwa, Dapat di lihat pada 
Tabel berikut: 






( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
010 Panca Lautang 8.368 8.909 17.277 
020 Tellu Limpoe 11.146 12.310 23.456 
030 Watang Pulu 16.538 16.882 33.420 
040 Baranti 14.254 15.222 29.476 
050 Panca Rijang 13.605 14.568 28.173 
051 Kulo 5.811 6.106 11.917 
060 Maritengngae 23.746 25.209 48.955 
061 Watang Sidenreng 8.652 8.953 17.605 
070 Pitu Riawa 12.739 13.092 25.831 
080 Dua Pitue 13.865 14.648 28.513 
081 Pitu Riase 11.082 10.905 21.987 
Jumlah 139.806 146.804 286.610 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 
 
4.1.5 Perekonomian 
 Struktur perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2010-




Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidenreng Rappang 













128.742,1 139.688,5 163.807,8 179.041,9 205.034,9 
3 Industri Pengolahan 539.077,4 630.941,5 720.722,1 791.373,0 867.015,1 
4 
Pengadaan Listrik dan 
Gas 




1.273,6 1.394,8 1.459,1 1.537,7 1.570,9 

















111.515,9 123.567,4 145.571,1 165.683,5 182.972,6 
11 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
112.188,0 128.756,0 147.591,4 166.505,9 177.494,0 
12 Real Estate 193.143,7 208.903,5 225.269,8 242.780,2 260.444,6 




277.808,7 296.570,2 302.067,5 315.492,9 321.078,8 
15 Jasa Pendidikan 183.220,9 198.853,3 213.528,0 230.810,3 239.054,1 
16 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
60.518,7 65.759,8 72.041,3 78.330,4 85.920,0 




4.436.090,0 4.863.453,6 5.297.538,5 5.665.198,5 6.104.748,7 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 
 
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Retribusi Pasar yang dikelola 
oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. 




retribusi daerah, Retribusi Pasar sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah 
dan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih memungkinkan untuk 
dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Oleh karena itu, 
segala kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan Retribusi Pasar milik 
pemerintah daerah. 
 
4.3 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
4.3.1 Visi Misi Dinas Pendapatan Daerah 
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 
Tahun 2014 – 2018, yaitu :  
“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Berkualitas, Transparan, 
Partisipatif, dan Akuntabel yang di dukung oleh Aparat yang Profesional”. 
Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari: 
1. Meningkatkan  kuantitas  dan kualitas sarana dan prasana yang 
menunjang pengelolaan pendapatan daerah. 
2. Melakukan penataan  sistem pengelolaan administrasi pendapatan 
daerah  yang akuntabel dan transparan. 
3. Mengoptimalkan penerimaan daerah  melalui  intensifikasi,  ekstensifikasi, 
dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber  daya yang berpotensi 
untuk menjadi sumber pendapatan daerah. 
4. Meningkatkan kualitas SDM  aparat pengelola  pendapatan daerah. 
 
4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 
 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang sesuai  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari. 




2. Sekretariat, membawahi. 
a. Sub bagian Perencanaan 
b. Sub bagian Keuangan  
c. Sub bagan Umum dan Kepegawaian   
3. Bidang  Pengawasan 
a. Seksi Pengendalian dan  Pemeliharaan 
b. Seksi Penertiban dan Keamanan  
4. Bidang Retribusi 
a. Seksi Pendataan dan Penetapan 
b. Seksi Penagihan dan Pembukuan   
5. Bidang Pajak dan PBB 
a. Seksi Pendataan dan Penetapan 
b. Seksi Penagihan dan Pembukuan   
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Unit Pelaksana Teknis Dinas meliputi 11 (sebelas) wilayah. 
Adapun  Struktur  Organisasi Dinas Pendapatan Daerah  adalah 













STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB.SIDRAP BERDASARKAN PERDA 
KAB.SIDRAP NO.3 TAHUN 2008  
TANGGAL 2 APRIL 2008 
 
 
4.4    Hasil Penelitian 
 Untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi Retribusi 
Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peneliti telah mencari data 
penerimaan Retribusi Pasar dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan 




terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Sidenreng Rappang”, maka 
diperoleh Informasi sebagai berikut. 
 
4.4.1 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar 
 Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat 
bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber 
pendapatan daerah yang potensial. 
Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data penerimaan 
Retribusi Pasar berdasarkan data dari Dispenda yang dalam tabel 4.3 tentang 
target dan realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2011 – 
2015 sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2011-2015 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2011 7.818.622.000 6.166.003.825 
2012 7.546.674.000 6.061.423.034 
2013 6.381.211.400 6.867.489.767 
2014 6.219.760.000 6.030.412.564 
2015 7.227.458.000 6.382.327.093 
Sumber: Dispenda Kabupaten Sidenreng Rappang 
 Efektivitas merupakan suatu proses guna mencapai target yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 
Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilakukan dengan 
perhitungan efektivitas, yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan 
Retribusi Pasar dengan target pemungutan Retribusi Pasar yang telah ditetapkan 




sebelumnya, untuk menentukan Efektivitas, maka digunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
 ×  100% 
Tabel 4.4 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2011-2015 
Sumber: Dispenda Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan 
Retribusi Pasar dari tahun 2011 – 2015 memiliki rata-rata sebesar 90,42%. Jadi 
berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang 
adalah efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) Kabupaten Sidenreng Rappang efektif dalam mengelola Retribusi 
Pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2011 adalah 
sebesar 78,86%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar 
pada tahun 2011 adalah kurang efektif. Tahun 2012 adalah sebesar 80,32%, hal 
tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2012 
adalah cukup efektif. Tahun 2013 adalah sebesar 107,63%, hal tersebut 
menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2013 adalah 
sangat efektif. Tahun 2014 adalah sebesar 96,96%, hal tersebut menunjukkan 
bahwa penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2014 adalah efektif. Tahun 2015 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Kriteria 
2011 7.818.622.000 6.166.003.825 78,86% Kurang Efektif 
2012 7.546.674.000 6.061.423.034 80,32% Cukup Efektif 
2013 6.381.211.400 6.867.489.767 107,63% Sangat Efektif 
2014 6.219.760.000 6.030.412.564 96,96% Efektif 
2015 7.227.458.000 6.382.327.093 88,31% Cukup Efektif 




adalah sebesar 88,31%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi 
Pasar pada tahun 2015 adalah cukup efektif. Analisis efektivitas penerimaan 
Retribusi Pasar menunjukkan angka yang sangat efektif yaitu melebihi angka 
100%, pada tahun 2013 yaitu 107,63%, dengan kategori kriteria sangat efektif, 
pencapaian minimum didapatkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 78,86%, 
dengan kategori kriteria kurang efektif. Dari angka tersebut dapat diketahui, 
bahwa tidak setiap tahun Retribusi Pasar selalu meningkat  tingkat efektivitasnya, 
bahkan juga kadang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan setiap tahun 
jumlah subjek maupun objek retribusi pasar tidak selalu sama. Namun jika ditarik 
secara rata-rata dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 adalah sebesar 90,42%, 
yang menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar dalam kurun waktu 5 
Tahun adalah efektif. 
Sedangkan, berdasarkan data yang sesuai dengan Anggaran 
Pendapatan Retribusi Pasar (APBD) Tahun 2011-2015 sebagai berikut. 
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Retribusi Pasar (APBD) Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2011-2015 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2011 7.818.622.000 6.166.003.825 
2012 8.487.147.250 6.061.423.034 
2013 7.379 864.339 6.867.489.767 
2014 6.219.760.000 6.030.412.564 
2015 7.227.458.000 6.382.327.093 










Tabel 4.6 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sidenreng 
Rappang (APBD) Tahun 2011-2015 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan 
Retribusi Pasar dari tahun 2011 – 2015 memiliki rata-rata sebesar 85,72%. Jadi 
berdasarkan kriteria atau Indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang 
adalah cukup efektif. Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 
2011 adalah sebesar 78,86%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan 
Retribusi Pasar pada tahun 2011 adalah kurang efektif. Tahun 2012 adalah 
sebesar 71,42%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar 
pada tahun 2012 adalah kurang efektif. Tahun 2013 adalah sebesar 93,06%, hal 
tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2013 
adalah efektif. Tahun 2014 adalah sebesar 96,96%, hal tersebut menunjukkan 
bahwa penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2014 adalah efektif. Tahun 2015 
adalah sebesar 88,31%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi 
Pasar pada tahun 2015 adalah cukup efektif.  
Setelah dibandingkan tingkat efektivitas Retribusi Pasar berdasarkan data 
dari Dispenda dengan data yang ada di APBD, terlihat bahwa rata-rata tingkat 
efektivitas Retribusi Pasar lebih tinggi daripada Retribusi Pasar yang ada di 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Kriteria 
2011 7.818.622.000 6.166.003.825 78,86% Kurang Efektif 
2012 8.487.147.250 6.061.423.034 71,42% Kurang  Efektif 
2013 7.379 864.339 6.867.489.767 93,06% Efektif 
2014 6.219.760.000 6.030.412.564 96,96% Efektif 
2015 7.227.458.000 6.382.327.093 88,31% Cukup Efektif 




APBD. Di mana rata-rata efektivitas Retribusi Pasar sebesar 90,42%, 
berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Pasar efektif. Sedangkan rata-rata 
tingkat Retribusi Pasar yang ada di APBD hanya sebesar 85,72%, berdasarkan 
kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa efektivitas 
penerimaan Retribusi Pasar cukup efektif. Perbedaan tersebut diakibatkan 
karena target Retribusi Pasar untuk tahun 2012 dan 2013 berbeda dengan target 
yang ada di APBD. 
 
4.4.2 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 
yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara umum dapat 
disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 
diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, tabel berikut ini 
menggambarkan kontribusi Retribusi Pasar  terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷




















2011 6.166.003.825 36.780.402.636,49 16,76% Kurang 
2012 6.061.423.034 36.158.851.507,94 16,76% Kurang 
2013 6.867.489.767 37.920.943.979,29 18,11% Kurang 
2014 6.030.412.564 64.628.526.309,80 9,33% Sangat kurang 
2015 6.382.327.093 77.833.634.276,72 8,20% Sangat kurang 
Rata – rata 13,83% Kurang 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 
 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Retribusi 
Pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 adalah sebesar 
16,76%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi Retribusi Pasar 
terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 kurang. Tahun 2012 adalah 
sebesar 16,76%, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi Retribusi 
Pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012 kurang. Tahun 2013 
adalah sebesar 18,11%, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi 
Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 kurang. 
Tahun 2014 adalah sebesar 9,33%, hal ini menunjukkan bahwa persentase 
kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 
sangat kurang. Tahun 2015 adalah sebesar 8,20%, hal ini menunjukkan bahwa 
persentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah pada 




Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-
rata dari tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 13,83%. Berdasarkan kriteria atau 
indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa 
kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang. Hal tersebut 
juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
harus lebih fokus dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan 
sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan objek Retribusi Pasar, sehingga 
dalam hal ini kontribusi Retribusi Pasar sebagai Retribusi daerah  kurang 
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
  
4.4.3 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki banyak pasar dalam berbagai 
tipe yaitu Tipe A, B, C dan D yang menjadi salah satu sumber penerimaan yang 
potensial diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat penting 
dukungan penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut 
sebagai imbalan pemakaian jasa fasilitas pasar. Potensi penerimaan retribusi 
dari jumlah pedagang untuk masing-masing pasar dan jenis layanan yang 
disediakan dihitung berdasarkan rumus potensi retribusi pasar. Untuk lebih 
jelasnya berikut disajikan ringkasan potensi retribusi pasar Kabupaten Sidenreng 








Tabel 4.8 Ringkasan Potensi Pasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2015 
No Nama Pasar 
































2.820 2.479.210.000 3.264 2.707.929.000 2.381 1.938.614.000 2.353 1.907.474.000 2.583 2.098.504.000 




2.092 2.075.165.000 1.125 1.016.265.500 1.800 1.789.163.000 1.739 1.680.051.000 1.835 1.756.348.000 
  Jumlah Tipe A 8.074 7.724.767.397 7.873 7.371.518.985 7.165 6.319.688.497 6.515 5.721.975.876 7.045 6.069.569.938 




461 134.642.000 291 78.886.000 1.543 986.641.000 393 114.482.000 497 144.384.000 
6 Pasar Lawowoi 613 146.492.000 485 158.662.000 374 123.718.000 476 151.584.000 531 171.024.000 
 Jumlah Tipe B 2.147 650.242.000 2.892 1.704.038.000 2.906 1.774.111.000 1.832 602.476.000 2.006 643.133.000 
7 Pasar Baranti 260 68.800.000 344 83.884.000 326 78.656.000 308 73.930.000 308 73.930.000 
8 Pasar Otting 269 71.096.000 358 86.972.000 398 92.872.000 489 93.640.000 434 100.840.000 




328 70.294.000 415 89.986.000 350 75.718.000 335 75.808.000 361 78.688.000 
11 Pasar Manisa 63 13.406.000 60 13.022.000 104 21.722.000 140 28.860.000 180 37.580.000 
 Jumlah Tipe C 1.239 328.990.000 1.473 370.316.000 1.515 375.116.000 1.607 376.376.000 1.683 423.256.000 
12 Pasar Batu 63 6.048.000 77 7.392.000 65 6.240.000 70 6.720.000 70 6.720.000 
13 Pasar Wette’e 57 5.472.000 71 6.816.000 40 3.840.000 32 3.072.000 60 5.760.000 
14 Pasar Massepe 41 3.936.000 45 4.320.000 25 2.400.000 16 1.536.000 25 2.400.000 
 Jumlah Tipe D 161 15.456.000 193 18.528.000 130 12.480.000 118 11.328.000 155 14.880.000 
Jumlah  11.259 8.719.455.397 12.431 8.834.400.985 11.716 8.481.395.497 10.057 6.721.155.876 10.889 7.150.838.938 




        Potensi penerimaan retribusi pasar dari jumlah pedagang untuk masing-masing 
pasar dan jenis layanan yang disediakan dihitung berdasarkan rumus potensi 
retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, 
yaitu: 
{(JPK x TR) + (JPL x TR) + (JPP x TR) + (JPG x TR) + (JPPH x TR) +                     
(JBM x TR)+(JMCK x TR} x {(Aktifitas Pasar Sebulan x 12)} 
 
Keterangan: 
JPK : Jumlah Pedagang Kios 
JPL : Jumlah Pedagang Los 
JPP : Jumlah Pedagang Pelataran 
JPG : Jumlah Pedagang Gardu 
JPPH : Jumlah Pedagang Pelataran Harian 
JBM : Jumlah Bongkar Muat 
JMCK : Jumlah Mandi Cuci Kakus 
TR : Tarif Retribusi 
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data potensi penerimaan retribusi pasar dari 
jumlah pedagang untuk masing-masing pasar dan jenis layanan yang disediakan 



















Tabel 4.9 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu, Pelataran, 
Pelataran Harian, Bongkar Muat, dan MCK pada Pasar TIPE A 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 














1 Pasar Pangkajene   2.583   2.098.504.000      
  Kios 186  2.912.000    541.632.000     
  Los 790 1.075.000    849.250.000     
  Pelataran  907    546.000    495.222.000     
  Pelataran Harian 400        2.000    115.200.000 
       
144  
800.000  
  Bongkar Muat 150        3.000     64.800.000       144 450.000  




  1.883         
  Wajib Retribusi Harian 700         
2 Pasar Rappang   2.627   2.214.717.938      
  Kios 350  2.508.000   877.800.000     
  Lods 654  1.100.000   719.400.000     
  Pelataran  938     436.501   409.437.938     
  Pelataran Harian 385         2.000   110.880.000 144  770.000  
  Bongkar Muat 150         3.000    64.800.000 
        
144 
          
450.000 




  1.942         
  Wajib Retribusi Harian  685         
3 Pasar Tanru Tedong   1.835   1.756.348.000     
  Kios 104    3.429.500    356.668.000     
  Lods 513    1.700.000    872.100.000     
  Pelataran  788       495.000    390.060.000     
  Pelataran Harian 245           2.000      70.560.000   144     490.000 
  Bongkar Muat 125           3.000      54.000.000    144     375.000 
  MCK   60           1.500      12.960.000    144       90.000 
  
Wajib Retribusi 
Tahunan   1.405         
  Wajib Retribusi Harian      430         
  
WAJIB RET. 
TAHUNAN   5.230         
  WAJIB RET. HARIAN   1.815         






Tabel 4.10 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu, Pelataran, 
Pelataran Harian, Bongkar Muat, dan MCK pada Pasar TIPE B 




















1 Pasar Amparita  978    327.725.000     
  Kios   48  787.000    37.776.000     
  Lods 374  311.000  116.314.000     
  Gardu   55  311.000   17.105.000     
  Pelataran Harian 296     2.000   85.250.000  144 592.014  
  Bongkar Muat 125     3.000  54.000.000      144 375.000  




477         
  Wajib Retribusi Harian 501         
2 Pasar Empagae 497   144.384.000      
  Kios   66 629.000  41.514.000      
  Lods 186 255.000  47.430.000      
  Pelataran Harian 120    2.000  23.040.000   96 240.000  
  Bongkar Muat   100    3.000  28.800.000   96 300.000  




252         
  Wajib Retribusi Harian 245         
3 Pasar Lawowoi 531   171.024.000      
  Kios   34 542.000    18.428.000      
  Lods 113 218.000    24.634.000      
  Gardu    9 218.000        1.962.000      
  Pelataran Harian 250    2.000     72.000.000 144  500.000 




156         




885         
  WAJIB RET. HARIAN      1.121         




Tabel 4.11 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu, Pelataran, 
Pelataran Harian, Bongkar Muat, dan MCK pada Pasar TIPE C 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 


















  Kios   21 574.000 12.054.000 
  
  Lods    2 218.000     436.000 
  
  Pelataran Harian 215    2.000 41.280.000 96 430.000 





    
  Wajib Retribusi Harian 285 
    




  Kios 13 574.000    7.462.000 
  
  Lods 21 218.000    4.578.000 
  
  Pelataran Harian 275 2.000  52.800.000 96 550.000 





    
  Wajib Retribusi Harian 400 
    




  Kios 18 574.000 10.332.000 
  
  Lods 35 218.000 7.630.000 
  
  Gardu 32 218.000 6.976.000 
  
  Pelataran Harian 200 2.000 57.600.000 144 400.000 





    
  Wajib Retribusi Harian 315 
    




  Lods 56 218.000 12.208.000 
  
  Pelataran Harian 200 2.000 38.400.000 96 400.000 
  Bongkar Muat 90 3.000 25.920.000 96 270.000 





    
  Wajib Retribusi Harian 305 
    




  Lods 70 218.000 15.260.000 
  
  Pelataran Harian 75    2.000 14.400.000 96 150.000 
  Bongkar Muat 20    3.000   5.760.000 96  60.000 







70          




268          
  WAJIB RET. HARIAN   1.415          
 





Tabel 4.12 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu, Pelataran, 
Pelataran Harian, Bongkar Muat, dan MCK pada Pasar TIPE D 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 


















1 Pasar Batu                        
  Pelataran Harian 70  2.000  6.720.000  48  140.000  
2 Pasar Wette'e 
 
        
  Pelataran Harian 60 2.000  5.760.000  48  120.000  
3 Pasar Massepe           
  Pelataran Harian 25  2.000  2.400.000  48  50.000  
  JUMLAH TYPE D 155    14.880.000      
 
Tabel 4.13 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 
NO PASAR POTENSI (Rp) TARGET (Rp) 
REALISASI 
(Rp) 
1 PANGKAJENE       2.479.210.000   2.374.933.000   1.956.043.725  
2 RAPPANG        3.170.241.397   2.996.717.200  1.993.372.000 
3 TANRU TEDONG       2.075.165.000   1.847.189.400  1.659.642.650  
4 AMPARITA          369.108.000        201.656.400      208.659.000  
5 EMPAGAE          134.642.000           53.736.000  53.819.000  
6 LAWOWOI          146.492.000         99.149.200  89.266.950  
7 BARANTI          68.800.000           59.237.200        44.357.000  
8 OTTING          71.096.000            59.341.600       55.524.000  
9 BILOKKA          105.394.000           59.849.600        49.480.000  
10 LANCIRANG          70.294.000  50.846.400        39.925.500  
11 MANISA            13.406.000             5.328.000          6.450.000  
12 BATU              6.048.000          5.014.000  4.016.000  
13 WETTE'E              5.472.000  4.218.000  4.018.000  
14 MASSEPE  3.936.000            1.406.000          1.430.000  






Tabel 4.14 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 
NO PASAR POTENSI (Rp) TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 
1 PANGKAJENE 2.707.929.000    2.657.764.750   1.908.453.599  
2 RAPPANG 3.596.313.485     3.440.716.650     2.173.079.400  
3 TANRU TEDONG      1.067.276.500     990.748.950       803.797.735  
4 AMPARITA 836.490.000       827.934.900      777.643.000  
5 EMPAGAE 78.886.000  69.482.000          51.571.000  
6 LAWOWOI         158.662.000       156.159.000         88.816.000  
7 BARANTI 83.884.000           81.530.200          64.422.800  
8 OTTING 86.972.000        85.391.000  66.356.000  
9 BILOKKA 96.452.000         84.283.000          56.850.000  
10 LANCIRANG           89.986.000           78.877.400     53.522.000  
11 MANISA           13.022.000           6.912.000  7.354.500  
12 BATU             7.392.000   4.608.000          6.885.000  
13 WETTE'E             6.816.000           1.332.000          1.252.000  
14 MASSEPE             4.320.000          1.406.000           1.420.000  
JUMLAH         8.834.400.985  8.487.147.250     6.061.423.034  
 
Tabel 4.15 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 
NO PASAR POTENSI (Rp) TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 
1 PANGKAJENE 1.938.614.000      1.741.411.506  1.792.504.109  
2 RAPPANG  2.591.911.497  2.372.489.782     1.921.849.014  
3 TANRU TEDONG      1.789.163.000    1.363.759.551      1.326.813.584  
4 AMPARITA         663.752.000  641.203.000          630.578.560  
5 EMPAGAE         986.641.000        851.638.000          793.599.500  
6 LAWOWOI         123.718.000         104.480.000         106.816.000  
7 BARANTI 78.656.000           61.960.500           63.107.000  
8 OTTING 92.872.000  78.000.000            74.904.000  
9 BILOKKA 106.148.000         75.200.000            81.658.000  
10 LANCIRANG            75.718.000            62.522.000            49.828.000  
11 MANISA            21.7222.000            19.200.000           17.372.000  
12 BATU              6.240.000             5.000.000               5.440.000  
13 WETTE'E              3.840.000              1.500.000               1.420.000  
14 MASSEPE             2.400.000              1.500.000               1.600.000  





Tabel 4.16 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 
NO PASAR POTENSI (Rp) TARGET (Rp) REALISASI Rp) 
1 PANGKAJENE      1.901.474.000       1.849.634.000   1.803.250.733  
2 RAPPANG      2.140.450.876       2.095.559.000   1.992.318.396  
3 TANRU TEDONG      1.680.051.000       1.340.993.000   1.360.550.915  
4 AMPARITA         336.410.000          329.876.000      316.496.860  
5 EMPAGAE         114.482.000          114.482.000      103.951.340  
6 LAWOWOI         151.584.000          130.030.000      130.072.000  
7 BARANTI           73.930.000            73.930.000        57.458.000  
8 OTTING          93.640.000  80.200.000        81.710.320  
9 BILOKKA         104.138.000  100.650.000        92.296.000  
10 LANCIRANG           75.808.000  68.288.000        62.118.000  
11 MANISA           28.860.000            26.546.000        22.526.000  
12 BATU             6.720.000              6.500.000          4.604.000  
13 WETTE'E             3.072.000             1.536.000          1.460.000  
14 MASSEPE             1.536.000              1.536.000          1.600.000  
JUMLAH    6.718.155.876       6.219.760.000   6.030.412.564  
 
Tabel 4.17 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 
NO PASAR POTENSI (Rp) TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 
1 PANGKAJENE      2.098.504.000    2.098.504.000     1.900.900.613  
2 RAPPANG 2.214.717.938    2.291.717.000      2.091.918.255  
3 TANRU TEDONG      1.756.348.000    1.756.348.000      1.456.725.975  
4 AMPARITA 327.725.000       327.725.000        304.545.350  
5 EMPAGAE         144.384.000       144.384.000        115.008.180  
6 LAWOWOI         171.024.000       171.024.000         153.806.160  
7 BARANTI           73.930.000         73.930.000           62.291.480  
8 OTTING 100.840.000       100.840.000          85.736.000  
9 BILOKKA         132.218.000  132.218.000  96.468.000  
10 LANCIRANG           78.688.000  78.688.000          67.772.000  
11 MANISA 37.580.000  37.580.000         35.569.080  
12 BATU 6.720.000           6.500.000            3.156.000  
13 WETTE'E             5.760.000           5.500.000            5.930.000  
14 MASSEPE 2.400.000           2.500.000            2.500.000  
JUMLAH     7.150.838.938    7.227.458.000      6.382.327.093  




Tabel 4.18 Potensi Retribusi Pasar Tidak Tergali Tahun 2011-2015 Kabupaten 
Sidenreng Rappang 
TAHUN POTENSI (Rp) REALISASI (Rp) SELISIH (Rp) 
2011 8.719.455.397       6.166.003.825 2.553.451.572  
2012 8.834.400.985 6.061.423.034     2.772.977.951  
2013     8.481.395.497      6.867.489.767     1.613.905.730  
2014    6.721.155.876   6.030.412.564       690.743.312  
2015 7.150.838.938     6.382.327.093       768.511.845 






5.1   Kesimpulan dan Saran 
5.1.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar berada diatas 90%, hal ini 
menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar di 
Kabupaten Sidenreng Rappang efektif. Setelah dibandingkan tingkat 
efektivitas Retribusi Pasar berdasarkan data dari Dispenda dengan data 
yang ada di APBD, terlihat bahwa rata-rata tingkat efektivitas Retribusi 
Pasar lebih tinggi daripada Retribusi Pasar yang ada di APBD. Di mana 
rata-rata efektivitas Retribusi Pasar sebesar 90,42%, berdasarkan kriteria 
atau Indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa efektivitas 
penerimaan Retribusi Pasar Efektif. Sedangkan rata-rata tingkat Retribusi 
Pasar yang ada di APBD hanya sebesar 85,72%, berdasarkan kriteria 
atau Indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa efektivitas 
penerimaan Retribusi Pasar Cukup Efektif. Perbedaan tersebut 
diakibatkan karena target Retribusi Pasar untuk tahun 2012 dan 2013 
berbeda dengan target yang ada di APBD. 
2. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah sebesar 13,83%. Di mana, berdasarkan kriteria dan indikator 
penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut kurang, 




3. Potensi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2011-2014 lebih tinggi dari 
target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2015 penetapan target 
retribusi pasar lebih tinggi dari potensi yang sebenarnya  yaitu target 
untuk tahun 2015 sebesar Rp 7.227.458.000, sedangkan potensi yang 
ada sebenarnya adalah sebesar Rp 7.150.838.938. 
 
5.1.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan 
agar tingkat efektivitas dan kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dapat lebih optimal, maka penulis mengemukakan saran sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Kabupaten Sidenreng Rappang  harus lebih banyak menggali potensi 
Retribusi Pasar. 
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan penerimaan 
retribusi pasar agar mencapai tingkat sangat efektif sebaiknya melakukan 
sosialisasi dan penyuluhan secara rutin. Sosialisasi dan penyuluhan 
retribusi pasar yang bekerj sama dengan dinas pasar dan tidak hanya 
dilakukan pada area pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat 
dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung 
langsung ke rumah warga. Hal ini bertujuan agar pengetahuan 
masyarakat tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan 
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat. 
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 




yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan 
kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. 
4. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan dan atau 
menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam  APBD berdasarkan 
perhitungan potensi yang sebenarnya. 
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